BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.2 Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diterapkan serta dari hasil

pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat diperoleh beberapa simpulan

sebagai berikut:

1. Penerapan metode analisis Relative Importance Index (RIl), yang didasari
jawaban atas kuesioner penyedia jasa yang berjumlah 35 (tiga puluh lima)
responden bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Lelang Ulang Pada Proyek
Pekerjaan di Lingkungan Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat berdasarkan Responden Penyedia Jasa yang menempati
peringkat 10 (sepuluh) teratas adalah (1) Tidak tercapainya kesepakatan pada
tahap klarifikasi dan negosiasi, (2) Kegagalan sistem dalam mengenskripsi
dokumen penawaran, (3) Terindikasi adanya penawaran yang tidak kompetitif,
(4) Adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terbukti benar dan
dapat diterima, (5) Tidak memadainya komputerisasi yang dimiliki oleh
peserta, (6) Terjadinya praktek pengkondisian persyaratan pada satu pihak
yang melibatkan POKJA/PPK, (7) Dokumen penawaran penyedia tidak
menjelaskan pekerjaan, (8) Tidak dapat membuktikan keaslian dokumen
kualifikasi, (9) Terindikasi adanya kolusi antar penyedia dan (10) Terindikasi
adanya praktek monopoli.

2. Berdasarkan responden pengguna jasa diperoleh 10 (sepuluh) peringkat teratas

yang paling dominan sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Lelang Ulang Pada
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Proyek Pekerjaan di Lingkungan Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, terdiri atas (1) Tidak tercapainya kesepakatan pada
tahap klarifikasi dan negosiasi, (2) Terindikasi adanya penawaran yang tidak
kompetitif, (3) Dokumen penawaran yang disampaikan peserta tidak lengkap,
(4) Dokumen penawaran penyedia tidak menjelaskan pekerjaan, (5)
Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran, (6) Terindikasi
adanya kolusi antar penyedia, (7) Tidak dapat membuktikan keaslian dokumen
kualifikasi, (8) Tidak memadainya komputerisasi yang dimiliki oleh peserta,
(9) SDM penyedia tidak memahami penggunaan SPSE dan peringkat (10)
Terjadinya praktek pengkondisian persyaratan pada satu pihak yang
melibatkan POKJA/PPK.

Berdasarkan perbandingan 5 (lima) peringkat teratas dari faktor Penyebab
Terjadinya Lelang Ulang Pada Proyek Pekerjaan di Lingkungan Puslitbang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperoleh 5 (lima)
Peringkat teratas yaitu (1) Tidak tercapainya kesepakatan pada tahap
klarifikasi dan negosiasi, peringkat pertama ini sama pada tiga yang
dibandingkan antara responden penyedia, responden pengguna dan gabungan
antara pengguna dan penyedia, pada peringkat (2) Reponden pengguna
“terindikasi adanya penawaran yang tidak kompetitif “, hal ini sama terjadi
pada peringkat kedua hasil RII responden gabungan antara Penguna dan
Penyedia Jasa , pada responden penyedia jasa yang menempati peringkat 2
(dua) adalah Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran,
Peringkat (3) ketiga hasil RIl pada responden pengguna jasa adalah dokumen

penawaran yang disampaikan peserta tidak lengkap, sedangkan peringkat (3)
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tiga pada responden penyedia jasa adalah Terindikasi adanya penawaran yang
tidak kompetitif dan peringkat responden gabungan antara pengguna jasa dan
penyedia jasa adalah Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen
penawaran, Peringkat (4) empat faktor penyebab terjadinya lelang ulang pada
responden pengguna jasa adalah Dokumen penawaran penyedia tidak
menjelaskan pekerjaan, berbeda yang diperoleh pada responden penyedia jasa
peringkat (4) empat ditempati “Adanya pengaduan yang dilakukan oleh
masyarakat terbukti benar dan dapat diterima” dan peringkat ke (4) empat
pada responden gabungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa adalah
Tidak memadainya komputerisasi yang dimiliki oleh peserta, pada peringkat 5
(lima) faktor penyebab lelang berdasarkan responden pengguna jasa adalah
Kegagalan sistem dalam mengenskripsi dokumen penawaran, pada responden
penyedia jasa yang menempati peringkat (5) kelima sebagai faktor penyebab
lelang ulang pada proyek pekerjaan dilingkungan puslitbang kementerian
pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah Tidak memadainya
komputerisasi yang dimiliki oleh peserta, dan peringkat lima pada responden
gabungan antara pengguna dan penyedia adalah Dokumen penawaran
penyedia tidak menjelaskan pekerjaan.

. Faktor dominan dengan peringkat tertinggi yaitu Tidak tercapainya
kesepakatan pada tahap klarifikasi dan negosiasi, menjadi peringkat tertinggi
dari pengolahan data responden pengguna jasa, penyedia jasa dan gabungan
antara pengguna - penyedia jasa. menjadi sangat menarik karena faktor ini
sangat dominan berdasarkan responden pengguna dan penyedia jasa

dilingkungan Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
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Rakyat, menjadi sangat penting karena tahapan Kklarifikasi — negosiasi menjadi
tahapan lelang pengadaan barang/jasa yang tidak bisa dilewati oleh penyedia
(calon pemenang lelang). yang menjadi perhatian karena negosiasi tidak
pernah dianggap penting atau utama oleh para penyedia jasa. Negosiasi
merupakan langkah awal sebelum memasuki fase kontraktual dan merupakan
sarana bagi para pihak untuk melakukan pembicaraan atau perundingan untuk
mencapai kata sepakat untuk saling tukar sesuatu yang diinginkan dengan
pihak lain melalui proses tawar menawar, baik mengenai hal-hal pada saat
situasi aktual, ketidaksepakatan maupun konflik yang berpotensi muncul dan
berkembang ( Donald G. Gifford, 2004).

5. Dengan melihat faktor “Adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat
terbukti benar dan dapat diterima” sebagai salah satu peringkat tertinggi hasil
pengolahan data responden penyedia dengan RII hal ini harus menjadi
perhatian baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa dengan menempati
salah satu peringkat teratas sudah barang tentu bahwa pengaduan dari berbagai
elemen masyarakat akan mempengaruhi pada tahapan pelaksanaan pelelangan

dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dikemudian hari.

5.2 Saran

untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai suatu kajian yang bersifat akademis penelitian ini dapat dilanjutkan
ketingkat yang lebih detail dengan merinci berdasarkan jenis pelelangan, jenis
paket pekerjaan, karakteristik pelelangan proyek seperti penawaran, jenis

kontrak, ataupun pengalaman pekerjaan.
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2. Untuk meningkatkan hasil analisis data maka jumlah sampel sebaiknya lebih
banyak dan luas karena jumlah sampel akan sangat mempengaruhi hasil dari
penelitian.

3. Menambah pengukuran lain yang mungkin mempengaruhi bagaimana lelang
ulang dapat diminimalisir pada pelaksanaan pelelangan barang/jasa secara e-
procurement, khususnya dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

4. Berdasarkan hasil analisis RIl yang diperoleh, pada variabel Persyaratan
administrasi yang di minta tidak terpenuhi, menjadi faktor yang paling rendah
peringkatnya, hasil pengolahan pada responden penyedia jasa menandakan
bahwa untuk persyaratan administrasi yang disyaratkan penyedia jasa dapat
memenuhi sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Fakta bahwa
diinstansi lain masih banyak ditemukan penyedia gagal dalam hal administrasi,
faktor yang dapat diartikan sebagai bagian penting dalam evaluasi terhadap
dokumen penawaran penyedia, bagian utama untuk penilaian penyedia maka
meminimalisir kegagalan penyedia dalam hal persyaratan administrasi menjadi
hal penting yang harus diusahakan. Penyedia memiliki kemampuan dan potensi
untuk memberikan kontribusi dalam meminimalisir kegagalan dalam
mengupayakan syarat administrasi yang ditentukan dalam dokumen lelang,
meminimalisir potensi terjadinya lelang ulang karena gagal evaluasi
administrasi. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan
elaborasi terhadap variabel / faktor pada persyaratan administrasi yang di
minta tidak terpenuhi, serta perlu dipastikan responden yang menjawab

kuesioner benar-benar berada di level atas serta berpengalaman dan memahami
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prosedur pelelangan  barang/jasa pemerintah (seperti: manager proyek,

pimpinan proyek) agar diperoleh hasil yang lebih baik.
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